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Abstract
This study aims to describe why the village goverment is late in submitting the village budget
accountability report (APBDes) in West Pasaman Regency. This research is classified as a
descriptive study. Sampling based on research objectives and data collection methods using
interviews. This research was conducted in villages that were late in reporting the
accountability for the realization of the (APBDes) in West Pasaman Regency. This study
found that there are four obstacles that cause the village apparatus cannot make the report
timely: quality of human resources, facilities & infrastructure, community participation,
internal control. It suggested for further research to increase the sample and focus on
comparing villages that are late and not late in reporting the budget realization
accountability.
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PENDAHULUAN
Eksistensi desa secara yudiris dapat dijelaskan dalam Undang-Undang No 6 Tahun

2014 pasal 1 menyatakan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Peraturan ini merupakan sebuah bentuk perubahan dari sistem
pemerintahan sentralisasi pada masa orde baru menjadi desentralisasi yang dilakukan pada
era reformasi ini sebagai bentuk kemandirian pengelolaan desa yang sesuai dengan tujuan
hidup nasional yang telah ditetapkan dalam undang-undang (Ramly, 2018).

Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan
pembangunan di Indonesia. Pelaksanaan sistem desentralisasi diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan keadilan nasional,
mengembangkan kehidupan demokrasi, memeratakan wilayah daerah, memelihara hubungan
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pemerintah pusat dan daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkan
ekonomi daerah (Warsono, 2014 dan Watts, et al. 2019).

Penelitian Susila (2020), menjelaskan APBDes yang diberikan pemerintah pusat akan
dikelola oleh pemerintah desa, tujuan adanya APBDes dapat memenuhi kebutuhan dari desa
yang belandaskan asas perimbangan dalam otonomi daerah. Peran besar yang diterima oleh
desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar, dengan demikian pengelolaan
APBDes dituntut adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
dimana pertanggung jawaban merupakan salah satu bentuk kewajiban yang dilakukan oleh
pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sebagai bentuk pertanggung jawaban atas
dana yang telah direalisasikan sebelumnya kepada publik dalam bentuk pembangunan dan
pemberdayaan. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut mempertanggung jawabkan dana
yang telah direalisasikan pada tahun berjalan baik kepada pemerintah kabupaten maupun
publik.

Penelitian terdahulu oleh Syafingi, et al. dan Zakiyah, et al. (2020), menyatakan
penerapan akuntabilitas terkait keuangan desa perlu untuk diteliti. Hal ini terkait dengan
tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas kepada
masyarakat dan pemerintah diatasnya sehingga dapat membantu pemerintah desa dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam regulasi pengelolaan keuangan desa. Namun
pada kenyataanya masih banyak pihak yang menganggap bahwa kemampuan aparatur desa
dalam mempertanggung jawabkan keuangan desa masih rendah, sehingga dikhawatirkan
dapat membawa aparatur desa pada meja hijau akibat dari pertanggungjawaban APBdes
mempunyai resiko yang tinggi baik dalam hal administrasi maupun substantif pada aparatur
desa karena belum paham dan tidak sesuai dengan peraturan dalam pengelolaan APBDes
(Ismail, 2016 dan Sofitriana, 2017).

Pentingnya pelaporan pertangggung jawaban realisasi APBDes dalam penelitian ini
adalah sebagai faktor utama dalam penerimaan anggaran untuk periode selanjutnya, jika
terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban realisasi pada
periode berjalan maka pada periode selanjutnya akan mengalami keterlambatan peluncuran
anggaran dana pada desa tersebut sehingga terkendalanya pemerintah desa dalam hal
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan mengenai
desentralisasi otonomi (Savitri, 2019),.

Penelitian dari Kurnia (2019), juga menjelaskan dalam hal pengelolaan keuangan desa
harus seimbang dengan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaannya dengan melakukan
pelaporan secara periodik pada pemerintahan tingkat diatasnya yaitu Bupati/Walikota dan
masyarakat, hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa kedepannya dalam hal
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maupun pengelolaan keuangan desa yaitu 1
(satu) bulan pada periode selanjutnya, pada bulan juli tahun pertama untuk laporan semester
pertama dan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya untuk laporan
semester akhir hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 yang
mengatur bagaimana siklus dan batas waktu pelaporan pertanggung jawaban realisasi
APBDes.

Penelitian ini merupakan studi kasus dari fenomena pada pemerintah desa di
Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini akan meneliti pada pemerintah desa yang terlambat
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes, pada lingkungan desa yang
terlambat di Kabupaten Pasaman Barat dengan menawarkan konteks riset yang relevan untuk
tujuan riset ini. Penelitian ini berfokus dalam meneliti pemerintah desa terkait penyampaian
laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di Kabupaten Pasaman Barat dari sudut
pandang aparatur pemerintah desa.

Kontribusi penelitian Agustin, et al. (2017); Shuha (2018); dan Kurnia (2019), dalam
pelaporan pertanggung jawaban keuangan desa di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan
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bahwa nagari se-kabupaten Pasaman Barat belum mampu menjaga konsistensi maupun
ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBNagari
setiap tahunnya kepada bupati sehingga terjadinya penundaan peluncuran dana pada semester
selanjutnya akibat dari keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada
semester sebelumnya hal ini dapat menyebabkan terganggunya pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat, namun penelitian ini belum cukup dalam menjelaskan mengapa
nagari di kabupaten Pasaman Barat terlambat dalam melaporkan pertanggung jawaban
realisasi APBDesa sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam dalam mengungkap
masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa yang terlambat pada Kabupaten Pasaman Barat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat penelitian,
penelitian terdahulu hanya berpatokan kepada satu desa yang diteliti sehingga hasil yang
dicapai kurang maksimal karena lingkup penelitian yang diangkat tidak termasuk pada
kategori desa yang terlambat dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes
(Kurnia; dan Putra, 2019). Sedangkan peneliti mengambil seluruh desa yang terlambat dalam
menyampaikan laporan realisasi APBDes pada kabupaten Pasaman Barat sehingga
diharapkan penelitian ini lebih dapat mengetahui mengapa desa terlambat dalam akuntabilitas
keuangan desa.

Teknik analisis data pada penelitian sebelumnya yang dilakukan di kabupaten
Pasaman Barat belum ada yang menggunakan model analisis interaktif, dengan menggunakan
metode analisis interaktif pada penelitian ini akan lebih mampu membahas mengapa
pemerintah desa terlambat dalam melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes,
sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai hambatan apa yang di alami
pemerintah desa dalam hal mempertanggung jawabkan realisasi APBDes (Agustin, et al.
2017, Kurnia dan Putra, 2019).

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS
Konsep Akuntabilitas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pengelolaan
dana desa oleh pemerintah desa harus sesuai dengan prinsip good governance, mereka
bertanggungjawab kepada masyarakat desa dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan
pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang
standar akuntansi pemerintahan menjelaskan akuntabilitas merupakan kewajiban kepala desa
dan aparaturnya untuk memberikan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pemerintah diatasnya.

Mardiasmo (2009), menyatakan bahwa kewajiban pemerintah untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik terdiri dari: akuntabilitas vertikal
(vertical accountability) dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountabilty). Dengan
demikian, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber
daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik berdasarkan peraturan yang berlaku
(Ismail, 2016).

Penelitian Ismail (2016) menegaskan bahwa dalam tercapainya pertanggungjawaban
yang akuntabel dibutuhkan dimensi pendukung dalam hal berjalannya akuntabilitas sehingga
sesuai dengan regulasi yang mengatur yaitu sumber daya manusia yang berkualitas,
partisipasi masyarakat, pengendalian internal, tekonologi, serta sarana dan prasarana dalam
rangka meningkatkan kinerja pemerintah mengelola keuangan desa. Penelitian Saputri (2018),
menjelaskan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa dalam melakukan
semua aktivitas secara maksimal untuk meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran,
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meningkatkan akuntabilitas publik, memanfaatkan aplikasi sistem keuangan desa dan
melakukan pengendalian internal yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat desa
dalam hal mempertanggung jawabkan keuangan desa.

Pertanggungjawaban realisasi APBDes merupakan bentuk integritas dalam
penggunaan APBDes, maka pemerintah desa wajib bertanggungjawab atas APBDes dengan
membuat laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dengan melaporkan
pertanggung jawaban realisasi APBDesa paling lambat 1 bulan setelah akhir anggaran pada
periode sebelumnya (Shuha, 2018).

Pemerintah Desa
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang desa,

pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan
permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diatur dalam sistem
pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 48 Undang-Undang No. 6
tahun 2014 telah disebutkan bahwa aparatur desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana
kewilayahan, dan pelaksana teknis. Fungsi dari aparatur desa ini untuk membantu kepala desa
(wali nagari) dalam menjalankan seluruh aktivitas dan wewenangnya dalam
menyelenggarakan pemerintahan desa.

Penelitian Farlina (2019) menjelaskan desa berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangannya pada setiap
aktivitas yang dilakukan kepada publik, sehingga diperlukan standar akuntansi dalam
pelaksanaannya. Alasan ini yang dapat menunjukkan hubungan yang erat antara aktivitas
desa dengan aktivitas pemerintah. Pertama, Undang-Undang No. 6 tahun 2014, pada pasal 1
dinyatakan bahwa desa bertanggungjawab dalam mengurus urusan pemerintahan. Kedua,
Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 27 menjelaskan bahwa aparatur desa wajib
menyampaikan laporan aktivitas pemerintah desa kepada Bupati/Walikota dalam hal ini
adalah kepala desa.

Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 71 Ayat (1) tentang desa,

menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang, berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan
keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang
pengelolaan keuangan desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

Hambatan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Penelitian terdahulu yang dilakukan Putra (2013); Okta (2014); Anggraini (2016);

Husna (2016); Mamuaya (2017); dan Susila (2020) menyimpulkan beberapa hambatan yang
menjadi fokus pembahasan terkait keterlambatan dalam hal laporan pertanggung jawaban
realisasi APBDes melingkupi kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, partisipasi
masyarakat dan pengendalian internal. Menurut Kurnia (2019), di desa Kecamatan Luhak
Nan Duo kabupaten Pasaman Barat menyatakan bahwa pertanggung jawaban realisasi
APBDes belum memperlihatkan bentuk efektif sehingga terhambatnya pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.
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Penelitian Savitri (2019); dan Zakiyah, et al. (2020), menegaskan bahwa
pertangggung jawaban dana desa dapat tercapai sesuai dengan peraturan jika adanya
partisipasi masyarakat yang berkontibusi aktif, kualitas aparatur desa yang mumpuni dan
pengendalian imternal yang baik didalam siklus pemerintahan desa termasuk akuntabilitas
APBDes. Dari pembahasan akuntabilitas yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti
menyimpulkan beberapa hambatan yang menjadi topik permasalahan mengapa pemerintah
desa terlambatan penyampaian pertanggung jawaban realisasi APBDes yaitu kualitas sumber
daya manusia, sarana prasarana, pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat.

Tinjauan Penelitian Terdahulu
Pertanggungjawaban merupakan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada

masyarakat dalam mengelola APBDes sebagai salah satu kewajiban dari pemerintah desa.
Penelitian terdahulu akuntabilitas APBDes pada pemerintah desa mulai bermunculan dan
dilakukan dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian. Penelitian terdahulu merupakan
acuan dalam penelitian.

Pertama, dengan melakukan penelitian deskriptif. Penelitian ini meneliti tentang
fenomena akuntabilitas pengelolaan APBDes pada aparatur desa. Tujuan penelitian ini untuk
menganalisis fenomena pertanggung jawaban pengelolaan APBDes, adapun beberapa hal
yang menjadi hambatan pemerintah desa dalam pertanggung jawaban realisasi APBDes ialah
sumber daya manusia yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya
partisipasi masyarakat serta pengendalian manajemen yang belum terorganisir dengan baik
dalam mengelola APBDes pada desa sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
pada desa tidak berjalan dengan efektif dan efisien (Kazimoto, 2014); (Savitri, 2019); dan
(Sulila, 2020).

Kedua, penelitian kritis dalam mengembangkan lingkup penelitian yang dilakukan
pada Kabupaten Pasaman Barat, penelitian ini bertujuan mengetahui mengapa pemerintah
desa terlambat dalam pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes dengan
mendeskripsikan fenomena yang terjadi pemerintah desa. Penelitian ini akan mengkaji
mendalam mengenai konsistensi, kelengkapan, dan ketepatwaktuan pertanggung jawaban
realisasi APBDes sesuai dengan peraturan sebagai pedoman pertanggung jawaban keuangan
desa melihat dari aspek aparatur nagari mengenai peraturan tentang mengelola APBDes,
sarana prasarana, pengendalian internal, dan keikutsertaan masyarakat dalam tercapainya
pertanggung jawaban realisasi APBDes dengan melanjutkan penelitian yang telah dilakukan
oleh Agustin, et al. (2017); Kurnia; dan Putra (2019).

Ketiga, penelitian dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan fenomena yang menyebabkan terhambatnya akuntabilitas APBDes dalam
rangka meningkatkan pembangunan dan pembadayaan masyarakat. Akuntabilitas dapat
berjalaan secara efektif dilihat dari segi penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi
masyarakat, kualitas sumber daya menusia, sarana dan prasarana, serta pengendalian
manajemen merupakan faktor keberhasilan pemerintah desa desa dalam mempertanggung
jawabkan realisasi APBDes pada setiap semesternya (Asni, 2013); (Warsono, 2014); dan
(Farlina, 2019).

METODE PENELITIAN
Berdasarkan fokus penelitian pada pendahuluan, kategori penelitian ini adalah

deskriptif. Anggito (2018) menjelaskan pendekatan deskriptif adalah sebuah penelitian yang
mengungkapkan secara spesifik fenomena sosial dan alam. Metode penelitian deskriptif ini
tidak memerlukan hipotesis, lantaran pengujian serta penulisannya baru akan dilakukan
setelah terjun di lapangan. Dalam hal ini peneliti mencoba menguraikan dan
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mendeskripsikan mengapa pemerintah desa terlambat dalam menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi APBDes di kabupaten Pasaman Barat.

Penelitian ini dilaksanakan pada desa yang terlambat dalam menyampaikan laporan
pertanggung jawaban realisasi APBDes dalam rentan waktu tahun 2017-2019, yang terdiri
dari 5 Desa (Nagari) yaitu Nagari Sinuruik, Nagari Kajai, Nagari Koto Baru, Nagari Lingkua
Aua, Nagari Batahan. Pemilihan tempat penelitian ini sesuai dengan objeknya yaitu analisis
penyampaian laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes mengingat bahwa pada nagari
yang terlambat belum melaporkan pertanggung jawaban atas APBDes belum mempunyai
akuntabilitas yang baik sehingga peneliti dapat menganalisis apa yang menjadi kendala desa
(nagari) dalam menyampaikan laporan realisasi APBDes pada Kabupaten Pasaman Barat.
Pemilihan desa (nagari) yang terlambat juga ditandai dengan belum ada penelitian yang
dilakukan pada Kabupaten Pasaman Barat terkait dalam menganalisis kendala yang dihadapi
desa (nagari) dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes.

Teknik pengumpulan data penelitian yaitu wawancara langsung. Pada penelitian ini,
teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan informan terkait dengan fenomena
pertanggungjawaban pengelolaan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)
di kabupaten Pasaman Barat. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang
penerapan akuntabilitas pada desa (nagari) di Kabupaten Pasaman Barat. Subjek yang
diwawancara pada penelitian ini dikhususkan pada akuntabilitas APBDes di kabupaten
Pasaman Barat, peneliti akan mewawancarai secara langsung kepada para pemangku
kepentingan desa (nagari) dalam hal akuntabiltas pelaporan pertanggungjawaban realisasi
APBDes yaitu kepala desa (wali nagari) dan sekretaris nagari.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif dalam mengolah data
penelitian. Menurut Sekaran (2016), teknik analisis interaktif dapat digambarkan dalam
bentuk rangkaian yang saling berkesambungan dalam setiap proses pengelolaanya yaitu
dengan melakukan seleksi dan penyederhanaan kemudian diambil kesimpulan terhadap data
yang diperoleh dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap aparatur desa (nagari)
yang berwenang terhadap laporan pertanggung jawaban APBDesa di kabupaten Pasaman
Barat, selanjutnya hasil wawancara tersebut dilakukan seleksi, analisis data dan ditarik suatu
kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini berfokus pada pengelolaan APBDes dan penyebab terjadinya

keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes pada nagari yang terlambat
di wilayah Kabupaten Pasaman Barat dengan menanyakan kepada pihak terkait dalam hal
pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes serta respon mereka dalam menyikapi
pertanyaan terbuka yang diberikan oleh peneliti. Pihak yang terkait dalam penelitian ini
terdiri dari dua pihak yaitu wali nagari dan sekretaris nagari. Pembahasan akan dimulai
dengan beberapa penjelasan singkat tentang deskripsi wilayah penelitian, struktur organisasi,
penyebab terjadinya keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang
didukung oleh jawaban dari informan, kemudian kesimpulan nantinya akan didukung oleh
penelitian yang relevan.

Deskripsi Wilayah Penelitian
Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah di provinsi Sumatera Barat

yang dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman, berdasarkan UU No. 38 Tahun
2003 dengan luas wilayah sekitar 3.887,77 km2 atau 9,19 persen dari luas keseluruhan
wilayah Provinsi Sumatera Barat. Luas ini merupakan peringkat keempat terluas setelah
Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Pasaman. Kabupaten
Pasaman Barat dengan ibu kota Simpang Empat merupakan daerah yang dilalui oleh garis
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khatulistiwa, secara geografis terletak antara 0º03’ LU – 0º 1’ LS dan antara 99º 10’ – 100º
04’ BT.

Sejarah Singkat Pendirian Nagari
Sejarah Pendirian Nagari pada kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat,

tepatnya di Lingkuang Aua, Sinuruik, Koto Baru, Kajai, dan Batahan. Nagari ini didirikan
pada tahun 1945 yang awalnya merupakan nagari yang kemudian ini dirintis dengan proses
yang sistematis. Hal ini diungkapkan oleh informan:

“...Nagari lingkuang aua secara administratif telah ada sejak tahun 1945,
dengan dikeluarkannya undang-undang sehingga desa telah menerima dana
dari pusat...(Wali Nagari Lingkuang Aua)”. “...Nagari sinuruik sebetulnya
sama seperti nagari yang lainnya itu, kita kembali ke nagari sekitar tahun
2001, 2002...(Sekretaris Nagari Sinuruik)”.

Pada awal kemerdekaan nagari Lingkuang Aua, Sinuruik, Koto Baru, Kajai, dan
Batahan merupakan nagari, namun beberapa kali berganti dari desa ke nagari sampai pada
tahun 2001 nagari di kabupaten pasaman barat konsisten menjadi nagari sampai saat ini yang
berlandaskan pada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa
Besaran APBDes diluncurkan kepada desa/nagari. Anggaran Pendapatan Belanja Desa
yang diterima merupakan hal penting bagi nagari dalam menjalankan kegiatan operasional
yang dilakukan. Besaran dana ini diterima berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk,
kemampuan fiskal, tipe nagari sesuai dengan peraturan pemerintah No. 68 Tahun 2016. Hal
ini diungkapkan oleh informan:

“...APBDes setiap tahunnya, mulai dari tahun 2015 ada peningkatan. terakhir
tahun 2020 ini 2,1 miliyar dari pusat. Peningkatan itu dari APBN, APBD dan
pendapatan asli desa...(Wali Nagari Koto Baru)”.

Kemudian informan lain juga menegaskan bahwa:
“...Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui APBN itu
berbeda-beda itu karena ada rumus yang oleh pemerintah, kalau untuk nagari
batahan itu berkisaran 2 sampai 3 Miliyar. Kategori nya pertama itu dari
jumlah penduduk, kemudian luas wilayah, kemudian letak
geografis...(Sekretaris Nagari Batahan)”.

Penerimaan APBDes pada nagari dilakukan tiga tahap setiap tahunnya dengan tujuan
untuk memudahkan melihat keadaan dan kondisi dengan keputusan yang tepat terhadap
perubahan lingkungan dan sosial sehinga dapat dilakukan perubahan anggaran, bapak F
selaku wali nagari lingkua aua menerangkan bahwa penerimaan APBDes dilihat berdasarkan
jumlah penduduk, kamampuan fiskal nagari, dan kategori nagari berdasarkan Undang-
Undang No. 6 tahun 2014 yang merupakan hasil dari peraturan pemerintah no. 72 tahun 2005
tentang desa.

Sumber APBDes yang dikelola Desa/Nagari. Anggaran pendapatan belanja desa dapat
dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2016 bersumber dari dana desa transfer
pusat, alokasi dana nagari (ADN), pendapatan lain-lain yang sah seperti bagi hasil dari
pemerintah daerah, dan pendapatan asli desa/nagari. berikut disampaikan oleh informan:
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“...Kalau untuk anggaran sendiri, keseluruhannya kita ada 4 sumber dana.
Pertama itu ada dana sendiri berasal dari APBN, yang kedua ada ADN itu
dana dari kabupaten selanjutnya ada bagi hasil pajak namanya dari kabupaten
juga, terakhir itu dari PAD pendapatan hasil desa...(Sekretaris Nagari Kajai)”.

Kemudian informan lain juga menegaskan bahwa:
“...Kalau APBDes ini kan kumpulan dari beberapa sumber anggaran, ada
yang dari dana desa itu sendiri, itu ada yang dari dana nagari (ADN) itu dari
kabupaten, ada dari bagi hasil pajak dari kabupaten, ada dari pendapatan asli
daerah...(Sekretaris Nagari Sinuruik)”.

Bapak O selaku seketaris nagari kajai juga menjelaskan bahwa dana desa transfer dari
pusat sendiri yang dikelola oleh nagari kelola oleh nagari berdasarkan program yang telah
ditetapkan oleh pusat kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat nagari setempat.

Laporan Pertanggung jawaban realisasi APBDes
Batas waktu pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes. Peraturan pemerintah
No 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan desa pasal 37 hingga pasal 42 yang mengatur bagaimana siklus dan
batas waktu pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes yaitu pada bulan juli tahun
pertama untuk laporan semester pertama dan paling lambat pada akhir bulan januari pada
tahun berikutnya untuk laporan semester akhir. berikut disampaikan oleh informan:

“...Tanggal 31 desember semua harus tutup...(Wali Nagari Koto Baru)”.
“...Itu per semester itu, dua kali dalam satu tahun...(Wali Nagari Kajai)”.

Informan lain juga menegaskan:
“...Jadi untuk pertanggung jawaban APBDes ini batas waktu setiap tahunnya
itu per 31 desember dan ada senggang waktu diberikan 2 bulan 3
bulan...(Wali Nagri Batahan)”.

Wawancara yang dilakukan dengan responden, peneliti menemukan fakta bahwa
nagari yang melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes melewati batas yang
ditentukan oleh undang-undang. Berikut disampaikan oleh informan:

“...Batas akhirnya itu 3 bulan tahun berikutnya...(Sekretaris Nagari Sinuruik)”.

Informan lain juga menegaskan:
“...Jadi untuk pertanggung jawaban APBDes ini batas waktu setiap tahunnya
itu per 31 desember dan ada senggang waktu diberikan 2 bulan 3
bulan...(Wali Nagari Batahan).

Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pencairan dana pada periode berikutnya.
Penelitian dari Susila (2019), mengemukakan keterlambatan penyampaian pelaporan
pertanggungjawaban realisasi APBDes tersebut dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa
kedepannya dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maupun pengelolaan
keuangan desa.
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Siklus dari laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa pasal 37 hingga pasal 42
menjelaskan siklus laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes disampaikan kepada
Bupati/Walikota. Berikut disampaikan oleh informan:

“...Siklus pelaporannya dimulai dari nagari terus ke kantor camat sudah itu
dilaporkan ke PEMNANG, bupati terus ke DPMN...(Wali Nagari Batahan)”.

Informan lain juga menerangkan:
“...Kalau terkait dengan laporan pertanggung jawaban dana itu. apabila ingin
mencairkan dana harus meminta rekomendasi, kalau pendapatan asli nagari
itu ke camat, kalau dana desa itu ke DPMN, kalau dana kabupaten itu ke
pemnag...(Sekretaris Nagari Batahan)”.

Dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes yaitu kepada
Bupati Nagari/Desa di kabupaten Pasaman Barat yang berasal dari kabupaten seperti dana
bagi hasil dan dana pendapatan asli desa, untuk dana desa dari pusat yang diatur dalam
Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
pengelolaan alokasi dana nagari dalam kabupaten Pasaman Barat.

Hambatan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes.
Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan APBDes memiliki

beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari
penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian Asni
(2013); Warsono (2014); Husna (2016); Agustin, et al. (2017); Kurnia (2019); Putra (2019);
dan Farlina (2019), menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat desa/nagari
dalam melaporan realisasi APBDes, keterlambatan ini berpegaruh kepada peluncuran
APBDes pada periode berikutnya, keterlambatan pembangunan, kinerja pemerintah desa dan
bisa juga membawa aparatur desa ke ranah hukum akibat hambatan yang menjadi kendala
nagari/desa pada pengelolaan keuangan desa. Berikut yang menjadi penghambat desa/nagari
dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes:

Kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting
dalam terciptanya laporan pertanggung jawaban APBDes yang akuntabel. Kualitas sumber
daya manusia kurang memadai sebagai penghambat akuntabilitas APBDes, pasalnya sumber
daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan dan efektifitas pelaporan
pertanggung realisasi APBdes seperti pengetahuan tentang sikulus akuntansi, pengetahuan
tentang peraturan tentang APBDes dan peraturan desa, tugas dan fungsi aparatur desa,
kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan desa, pendidikan, pelatihan, diklat dan
pengalaman kerja aparatur desa (Husna, 2016); (Maumeha, 2017); (Martini, 2019); dan
(Isnantiya, 2020). Dalam hal pembuatan pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes
terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh nagari. Berikut disampaikan oleh informan:

“...Dalam menyusun laporan mungkin, karena penyusunan laporan
pertanggung jawaban realisasi APBDes itu yang lama disebabkan masalah
berkas transaksi dan SPJ kegiatan kadang hilang atau mungkin letak karena
ruangan kita sempit makanya ini perlu diperbaiki dengan membuat satu
ruangan khusus untuk berkas-berkas menyangkut kegiatan nagari yang
dilakukan, sehingga nanti tidak ada alasan lagi untuk keterlambatan
pelaporan...(Wali Nagari Lingkuang Aua)”
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Hal ini dipertegas dengan yang disampaikan oleh bapak O selaku sekretaris nagari
kajai yang mempunyai pengalaman kerja belum sampai 1 (satu) tahun. Berikut yang
disampaikan oleh informan:

“...Rata-rata hampir sama, karena memang inikan berkaitan dengan
administrasi keuangan. Kadang-kadang memang secara administrasi
kekurangannya ada kurang tanggal, kekurangan kelengkapan, dokumen
keuangan sendiri. Sejauh ini mungkin kita tentunya meningkatkan kinerja dari
perangkat istilahnya disiplinnya dalam bekerja, disiplin segi administrasi tentu
lebih kita tingkatnya dan lebih kita awasi dan perketat agar tidak terjadi hal-
hal yang sama pada tahun-tahun sebelumnya....(Sekretaris Nagari Kajai)”

Pada wawancara yang dilakukan peneliti menemukan beberapa kendala yang dihadapi
oleh pemerintah desa/nagari dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi
APBDes diantaranya: berkas transaksi dan SPJ kegiatan kadang hilang, kesalahan dalam
administrasi, regulasi yang sering berubah-ubah, dokumen, dan pembangunan yang tidak
tepat waktu sehingga SPJ tidak bisa dikeluarkan, dan kedisiplinan para aparatur nagari. Hal
ini diungkapkan oleh informan:

“...Memang itu salah satu kendala kita di nagari disamping SDM yang
memang masih rendah, namun didalam kegiatan nagari itu mulai dari tahapan
perencanaan itu adalah nagari keseluruhannya ditambah dengan perangkat
yang tidak begitu banyak dengan pengelolaan uang segitu banyaknya mungkin
ini juga menimbulkan kendala, dan disamping itu juga regulasi mempengaruhi
kegiatan kita didalam mempertanggung jawabkan keuangan. Dan kita akan
mendapatkan keterlambatan dalam pelaporan juga pencairan dana itulah
salah satu kendala ditambah dengan sumber daya yang kurang. Sumber daya
manusia yang kurang memadai mungkin karena nagari ini sudah sama
semacam dinas dia yang merencanakan dari awal sampai akhir pelaporan itu
nagari yang menyelesaikan semuanya...(Wali Nagari Sinuruik)”.

Penemuan ini menunjukkan bahwa nagari se-kabupaten pasaman barat belum mampu
menjaga konsistensi maupun ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi dan laporan
pertanggung jawaban APBNagari setiap tahunnya kepada bupati/walikota, DPMN maupun
masyarakat dikarenakan sumber daya manusia yang belum mampu mengelola keuangan desa
dengan baik sehingga terjadinya penundaaan peluncuran APBDes pada semester selanjutnya
akibat dari keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada semester
sebelumnya hal ini dapat menyebabkan terganggunya pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.

Implikasi penemuan ini dalam konsep akuntabilitas dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
menjelaskan akuntabilitas merupakan kewajiban kepala desa dan aparaturnya untuk
memberikan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukan dalam satu
periode, pemerintah desa berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung
jawaban, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam konsep
akuntabilitas yaitu akuntabel, transparansi, partisipatif, efektif dan efesien.

Peneliti mengharapkan pemerintah desa terus diberikan pembinaan, seminar, dan
pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa baik dari kabupaten maupun dinas DPMN,



22

kemudian meningkatkan kedisiplinan dan ketelitian dalam hal administratif keuangan desa,
seleksi perangkat desa yang sesuai dengan kapasitas maupun kualitas yang kompeten, serta
menambah pengetahuan baik mengnai peraturan tantang desa maupun teknologi dalam
pengelolaannya.

Sarana dan Prasarana. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
penyampaian laporan realisasi APBDes secara tertulis oleh kepala desa kepada
Bupati/Walikota dan masyarakat. Sarana dan prasarana bekontribusi dalam keberhasilan
aparatur desa dalam melakukan pertanggung jawaban realisai APBdes (Saputri, 2018); dan
(Farlina, 2019). Penelitian (Nasrudin, 2014); dan (Hutami, 2017), juga menjelaskan bahwa
adanya komputer yang memadai dalam mengelola aktivitas pengelolaan keuangan desa,
jaringan internet, aplikasi pendukung pengelolaan keuangan desa, dan papan informasi
sebagai alat penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat terkait dengan aktivitas yang
dilakukan sebagai pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat merupakan
indikator pendukung kesuksesan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Pada
wawancara peneliti menemukan fakta mengenai komputer, jaringan internet dan aplikasi
mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini diungkapkan oleh informan:

“Terkait dengan jaringan WiFi yaitu internet tadi memang kita sudah punya.
Memang dalam pengelolaan dana desa ini sangat membantu sekali karena
memudahkan kita dalam mengirimkan laporan kita kepada pihak
kabupaten”....(Sekretaris Nagari Kajai).

Informan lain juga menerangkan:
“....Terkait dengan laporan ini memang disetiap nagari atau disetiap desa kita
memang diwajibkan membuat semacam publikasi kepada masyarakat baik itu
berupa baliho, website ataupun di media-media sosial , facebook, instagram
dan segala macamnya....(Sekretaris Nagari Kajai)”

Namun masih terdapat nagari yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang
memadai dalam mendukung pengelolaan dana desa termasuk di dalamnya pelaporan realisasi
APBDes. Berikut diungkapkan informan:

“....Komputer kita sebetulnya masih kekurangan cuman yang ada sekarang ini
sudah cukup memadai....(Sekretaris Nagari Batahan)”.

Informan lain juga menerangkan:
“....Kalau untuk komputernya memang ada yang sudah batas umur, namun
bagaimana kita memaksimalkan dalam memakai atau menjalankan komputer
tersebut....(Wali Nagari Sinuruik)”

Peneliti menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa nagari yang belum
mempunyai sarana dan prasarana yang memadai guna mempermudah dalam menyampaikan
laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes baik kepada pemerintah pusat ataupun
pemerintah kabupaten juga kepada masyarakat mengingat bahwa membuat dan
menyampaikan laporan pertanggung jawaban menggunakan komputer dan melalui aplikasi,
jaringan dan media komunikasi dapat mepermudah pemerintah desa dalam mengetahui
perubahan peraturan pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes. Dengan demikian,
masih ada beberapa desa belum menerapkan atau memiliki sarana dan prasarana yang
memadai dalam menunjang pengelolaan APBDes yang dilakukan pemerintah desa, hal inilah
yang menyebabkan keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban karena sarana dan
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prasarana belum memadai sehingga belum sepenuhnya tercipta akuntabilitas yang efektif dan
efesien berdasarkan regulasi yang berlaku.

Implikasi penelitian terhadap konsep akuntabilitas dapat dilihat dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa pada Pasal 2 disebutkan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin atas anggaran yang diluncurkan, desa
berkewajiban menyelenggarakan prinsip akuntabilitas untuk mendukung proses
pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya pada setiap aktivitas yang dilakukan kepada
publik sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana pada pemerintah dalam mendukung konsep
akuntabilitas atas penggunaan dana yang dikelola untuk pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.

Periode selanjutnya diharapkan pemerintah desa dapat memperbaiki sarana dan
prasarana pada pemerintah dalam mendukung konsep akuntabilitas atas penggunaan dana
yang dikelola untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti jaringan internet,
komputer yang memadai, ruangan administrasi keuangan, gedung musyawarah dalam hal
pengelolaan APBDes, website, dan alat komunikasi kepada masyarakat maupun pada
pemerintah kabupaten.

Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting
dalam mendukung pertaanggung jawaban realisasi APBDes, karena setiap aktivitas
pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari ikut sertanya masyarakat didalamnya. Hal ini
diungkapkan oleh informan:

“...Karena program dana desa itu sesuai dengan RPJM kita yang sudah kita
gali itu diusulkan oleh masyarakat prioritas satu sampai tiga itulah yang kita
laksanakan prioritas satu...(Sekretaris Nagari Koto Baru)”.

Informan lain juga menerangkan:
“...Alhamdulillah masyarakat sangat terlibat dalam pembangunan nagari baik
dalam itu dalam rancangan, pembuata APBDes dari awal sudah kita libatbat
dari seluruh pemangku kepentingan seperti pemuda, ninik mamak, bundo
kanduang, alim ulama itu kita libatkan dalam penggalian gagasan disitulah
nanti muncul aspirasi masyarakat...(Wali Nagari Sinuruik)”.

Beberapa komponen yang dapat dilihat sebagai tolak ukur partsipasi masyarakat
dalam mengelola keuangan desa yaitu ikut serta dalam penyusunan rancangan perencanaan
pembangunan desa baik anggaran sampai realisasi yang dilakukan, adanya kontribusi dalam
menilai kinerja aparatur desa, pemanfaatan informasi, badan desa dalam ikut serta mencapai
pembangunan desa (Rosalina, 2014). Peniliti juga menanyakan bagaimana respon masyarakat
terhadap keterlibatan dalam program dana desa oleh pemerintah desa. Berikut diungkapkan
oleh informan:

“...Keterbilatan orang itu memang terlibat didalamnya, respon mereka mereka
memang-memang sangat antusias karena dana desa ini untuk masyarakat jadi
masyarakat semua walaupun itu semua wajib melibatkan mereka, sebabnya itu
untuk masyarakat. Dan nampaknya orang itu antusias sekali...(Wali Nagari
Batahan)”.
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Hal ini ditegaskan oleh informan lain:
“...Masyarakat sangat aktif, karena tim pelaksananya (TPK) itu masyarakat
walaupun nanti pertanggung jawabannya ada di PPKN dan kaur
keuangan...(Sekretaris Nagari Sinuruik)”

Peneliti menemukan dalam hal pertanggung jawaban APBDes partisipasi masyarakat,
pemerintah nagari pada kabupaten Pasaman Barat sudah mempunyai forum dan lembaga
kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat, dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang dengan
menyampaikan usulan-usulan pembangunan dan pertanggung jawaban realisasi APBDes.

Implikasi penelitian ini dengan konsep akuntabilitas juga dijabarkaan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa pada Pasal 2 disebutkan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin atas anggaran yang diluncurkan dalam
pengelolaan. Dalam hal partisipasi dibutuhkan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan
keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan
pertanggung jawab karena adanya tugas dan wewenang masyarakat dalam setiap tahap
pengelolaan desa oleh pemerintaah desa yang diluncurkan sehingga tercapainya
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara maksimal.

Pengendalian Internal. Penelitian Astuty (2019); dan Ahmad (2020), menjelaskan
bahwa apabila dalam pemerintahan desa memiliki pengendalian inetrnal yang baik dapat
meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat salah satunya dengan laporan pertanggung jawaban dana desa yang akuntabel.
Penelitian Hidayah (2017), menerangkan terdapat beberapa unsur pengendalian internal
terdiri atas: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi, dan pemantauan. Peneliti menanyakan apakah masing-masing aparatur desa
menjalankan tugasnya sesuai mandat/atau jabatan yang diberikan. Berikut di ungkapkan oleh
informan:

“...Iya, satu orang hanya menjalankan satu jabatan yang diberikan selama
saya menjadi wali nagari, dulu sebelum saya menjadi wali nagari memang ada
yang rangkap jabatannya tepatnya pada tahun 2019 kemudian saya masuk
menjadi wali nagari saya perbaiki semua mengenai jabatan ini karena itu
menyalahi peraturan...(Wali Nagari Lingkuang Aua)”.

Berdasarkan penemuan diatas peneliti menyimpulkan bahwa masih ada nagari yang
aparaturnya memiliki rangkap jabatan mengingat sampel keterlambatan pelaporan
pertanggung jawaban realisasi APBDes diambil pada kurun waktu tahun 2017-2019.
Selanjutnya peneliti melihat bagaimana langka pemerintah desa menemukan kesalahan
administrasi dan ketidakcocokan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa. Berikut
disampaikan oleh informan:

“...Terkait hal itu nanti akan dikembalikan pada kembali ke kaur keuangan
dan PPKN karena mereka yang bertanggung jawab akan hal ini setelah itu
baru saya cek ulang kembali.... Kalau itu, kita akan panggil seluruh kaur kasi
yang bertanggung jawab dan PPKN nya mungkin untuk menemukan
masalahnya dimana, biasanya itu ada pada kelengkapan
administrasi...(Sekretaris Nagari Sinuruik)”.
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Hal ini juga di ungkapkan oleh informan lain:
“...Kita akan mencari dimana kesalahannya dan memperbaiknya dan
mencocokkan kembali dengan kegiatan dengan uang yang ada yang telah
direalisasikan.... kalau nanti tidak balance bisa-bisa uang yang tidak balance
itu dikembalikan ke kas nagari...(Sekretaris Nagari Lingkuang Aua)”.

Berdasarkan penemuan diatas peneliti menyimpulkan bahwa lingkungan
pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah desa belum berjalan sesuai dengan
Undang-Undang tentang Desa Tahun 2014 dan Permendagri 113 tahun 2014. Masih terdapat
pemerintah nagari yang mempunyai rangkap jabatan pada tahun 2019 hal ini tidak sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan juga kurangnya efektifitas dan
efesiensi serta birokrasi menjadi sulit dalam hal pengelolaan keuangan desa, di beberapa
nagari masih memiliki kendala dalam administrasi keuangan dan dokumen transaksi seperti
dokumen SPP transaksi yang hilang, salah letak, dan belum ditanda tangani.

Implikasi penelitian ini dengan kosep akuntabilitas juga dapat dilihat Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja bahwa
pemerintah desa wajib tugas dan fungsi sesuai dengan penempatannya di pemerintah desa
dengan demikian dibutuhkan pengendalian internal sebagai alat kontrol dan barometer
aparatur pemerintah desa menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan regulasi dan standar
akuntansi yang berlaku, seperti pembuatan bukti transaksi, dokumen SJP kegiatan,
pembagian tugas yang jelas dan lainnya.

Peneliti mengharapkan untuk dapat memperbaiki pengendalian internal pada
pemerintah desa di kabupaten pasaman barat seperti pembagian tugas yang jelas,
pemahamaan terhadap prosedur dan peraturan mengenai pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan, administrasi keuangan yang jelas dan sesuai dengan prosedur dalam kaur
keuangan yang didalamya ada bendahara dan operatornya, PPKN (Petugas Pelaksana
Kegiatan Nagari), sekretaris nagari, dan wali nagari.

Hambatan Lain Terlambatnya Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi
APBDes. Akuntabilitas keuangan merupakan laporan keuangan yang disajikan oleh
pemimpin kolektif mengenai seluruh aktivitas yang dilakukan oleh instansi dalam hal
pertanggung jawaban integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Dalam hal pertanggung jawaban realisasi APBDes berhasil
atau tidaknya dapat ditentukan dari kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana,
partisipasi masyarakat dan pengendalian internal. Namun demikian, terdapat kendala-kendala
yang tidak terduga seperti yang dijelaskan oleh beberapa informan:

“...Mungkin dari segi laporan selama ini kita mungkin kendalanya itu di
kegiatan fisik misalkan ada pembangunan jalan atau pembangunan gedung
atau drenase, mengapa demikian karena dalam pelaksaannya kita kan
melibatkan masyarakat sebagai pelaksana. Mungkin dari segi pelaporannya
masyarakat sendiri mungkin memang ada faktor-faktor yang membuat mereka
tidak bisa membuat laporan secara tepat waktu...(Sekretaris Nagari Kajai)”

Berdasarkan fakta dilapangan peneliti menemukan bahwa keterlambatan pelaporan
pertanggung jawaban disebabkan adanya pembangunan yang belum rampung pada akhir
tahun yang menyebabkan SPJ tidak bisa dibuatkan sehingga pembuatan laporan pertanggung
jawaban pada tahun berjalan terkendala, hal ini disebabkan karena masyarakat yang berperan
dalam pembangunan belum mampu mengikuti sesuai prosedur yang berlaku. Selajutnya ada
juga kendala lain yang dihadapi oleh nagari yang terlambat di kabupaten pasaman barat.
Berikut disampaikan oleh informan:
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“...Kalau itu, kami merasa kesulitan karena baru tahun kemarin baru
dipahami peraturan itu tau-tau tahun berikutnya sudah baru, jadi ada
ketidaksiapan karena seringnya berubah-ubah tersebut jadi nagari belum
paham dengan satu peraturan sdah datang lagi perubahan. Ya, untuk saran
kami harapkan jangan terlalu cepat untuk berubah-ubah aturan tersebut jadi
nantinya kalau terjadi kesalahan nagari jugalah yang disalahkan, semestara
peraturan tersebut berubah-ubah terus jadi nagari belum paham dengan yang
ini sudah diganti lagi...(Sekretaris Nagari Lingkuang Aua)”.

Informan lain juga menegaskan:
“...Sebenarnya kan bisa dikatakan peraturan berubah-ubah menjadikan
permasalahan bagi desa, karena pertama kita dikejar oleh waktu, waktunya itu
sudah jelas. Yang kedua SDM, tidak semuanya mencerna itu dengan baik
terkadang disitu muncul permasalahan baru karena yang berubah-ubah
sehingga nanti itu yang kesalahan administrasi tadi, kalau angka tidak akan
mungkin salah tapi kalau adaministrasi itu sering. Sering sekali di
administrasi, sehingga kedepan tentu harus ada aturan yang jelas kalau bisa
jangan berubah-ubah dan komitmennya sama sehingga nanti aturan yang
dikeluarkan oleh kementerian diterjemahkan sama melalui perbub atau perda
ditingkat kabupaten, kadangkan kalau menerjemahkannya berbeda tentu kita
yang menerima juga berbeda karena aturan ini biasanya nanti dibuat lagi
regulasinya dilevel kabupaten baik itu perda maupun perbub....(Sekretaris
Nagari Sinuruik)”.

Berdasarkan fakta dilapangan peneliti menyimpulkan adanya hambatan yang dihadapi
oleh pemerintah nagari dalam melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes
diantaramya adanya peraturan yang tidak konsisten dalam hal pelaporan pertanggung
jawaban menyebabkan ketidakpahaman dan adaptasi aparatur dalam menyikapi peraturan
yang berubah-ubah, selanjutnya ada ketidakpahaman terhadap prosedur dan peraturan oleh
masyarakat sebagai petugas pelaksana kegiatan pada pemerintahan nagari sehingga adanya
bukti transaksi yang kurang memadai ataupun kesalahan administrasi keuangan yang
dilakukan dalam pembuatan pertanggung jawaban, dan pembangunan yang belum rampung
pada tahun berjalan menyebabkan adanya keterlambatan pengeluaran SPJ hal ini
menyebabkan pembuatan laporan pertanggung jawaban tidak tercapai sesuai jadwal yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, sehingga dibutuhkan
peraturan dan undang-undang dan peraturan sebagai dasar dan petunjuk pemerintah desa
bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat.

Implikasi penemuan ini dengan konsep akuntabilitas dapat dilihat dari Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa oleh
pemerintah desa harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pada pasal
2 disebutkan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin atas anggaran yang diluncurkan pada peemerintah desa,
namun dilapangan masih ditemukan aparatur desa yang belum mampu menjalankan tugas
dan fungsinya sesuai dengan regulasi yang mengaturnya seperti pemahaman tim pelaksana
kegiatan terhadap prosedur dan peraturan, keterlambatan pembangunan yang tidak sesuai
dengan perencanaan maupun dalam hal pembuatan dokumen transaksi dan SPJ kegiatan.

Peneliti mengharapkan untuk kedepannya pemerintah desa dapat meningkatkan
efesiensi dan efektifitas dalam hal pelaksanaan kegiatan nagari sehingga tidak terjadi
keterlambatan SPJ di akhir tahun, pemerintah desa juga diharapkan dapat memberikan bekal
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kepada petugas pelaksana kegiatan nagari sehingga dapat memahami prosedur dan regulasi
dalam aktivitas yang dilaksanakan dan pemahaman terhadap perubahan peraturan lebih dapat
ditingkatkan pada masyarakat dan aparatur desa melalui seminar, diklat dan bimbingan baik
dari bupati/walikota maupun dinas pemberdayaan masyarakat nagari pada kabupaten
Pasaman Barat.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil
kesimpulan terkait fenomena yang dihadapi oleh pemerintah desa terkait mengapa
terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di kabupaten
Pasaman Barat. Dalam tahap laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes terdapat
beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah nagari. Kesimpulan dari penelitian ini
sebagai berikut:
1. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai kendala dalam melaporkan

pertanggung jawaban realisasi APBDes yang terjadi di nagari pada kabupaten Pasaman
Barat seperti kurangnya pelatihan dan bimbingan dari pihak kabupaten dan dinas
pemberdayaan masyarakat, kemampuan komputerisasi, pemahaman pengelolaan keuangan
desa dan pengetahuan terhadap peraturan.

2. Sarana dan prasarana masih terdapat nagari pada kabupaten Pasaman Barat yang belum
memadai seperti jaringan WiFi, komputer, website, sarana komunikasi dalam mendukung
pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes.

3. Pengendalian internal masih terdapat nagari yang memiliki rangkap jabatan kesalahan
administrasi dan transaksi disebabkan pengandalian internal yang belum efektif dalam
mendukung pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes.

4. Partisipasi masyarakat di seluruh nagari yang diteliti pemerintah desa telah
mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan dan masyarakat
sangat antuias dalam pengelolaan keuangan desa dalam pemerintahan nagari.

5. Peneliti menemukan kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah nagari dalam melaporkan
pertanggung jawaban realisasi APBDes yaitu adanya peraturan yang tidak konsisten dalam
hal pelaporan pertanggung jawaban menyebabkan ketidak pahaman dan adaptasi aparatur
dalam menyikapi peraturan yang berubah-ubah, selanjutnya ada ketidak pahaman terhadap
prosedur dan peraturan oleh masyarakat sebagai petugas pelaksana kegiatan pada
pemerintahan nagari sehingga adanya bukti transaksi yang kurang memadai ataupun
kesalahan administrasi keuangan yang dilakukan dalam pembuatan pertanggung jawaban.

Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam hal informan. Informan yang dipilih

adalah wali nagari dan sekretaris nagari yang disekiranya bisa melakukan wawancara dalam
pemerintahan nagari. Hal ini disebabkan tidak semua aparatur nagari lainnya berada di kantor
pemerintahan nagari seperti tokoh masyarakat, anggota badan musyawarah (BAMUS),
petugas pelaksana kegiatan nagari (PPKN) petugas pelaksana kegiatan nagari dan lainnya.
Kemudian penelitian ini hanya sebatas nagari yang terlambat dalam melaporkan pertanggung
jawaban realisasi APBDes pada Tahun 2017-Tahun 2019 dan waktu dalam pelaksanaan
penelitian ini relatif pendek.

Saran
Saran yang penulis berikan berdasarkan keterbatasan dalam temuan dan penelitian,

yaitu peneliti mengharapkan untuk masa selanjutnya untuk dapat meningkatkan pengendalian
internal pemerintah desa, sarana dan prasarana yang memadai, dan sumber daya manusia
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yang berkompeten melalui pembinaan, pelatihan, seleksi aparatur desa, maupun pengetahuan
tentang pengelolaan keuangan desa.

Penelitian selanjutnya diharapkan lebih menambah informan penelitian demi
mendapatkan data yang lebih mendalam mengetahui mengapa dalam melaporkan
pertanggung jawaban realisasi APBDes agar dapat mengidentifikasi hambatan lain yang
mungkin dapat dikembangkan sebagai peningkatan kinerja aparatur nagari yang efektif dan
efesien dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya pada Kabupaten
Pasaman Barat.
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